
 1 

         

 

 

 

 

 
 

BUPATI SITUBONDO 
 

 

PERATURAN  

BUPATI  SITUBONDO 

NOMOR    45     TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama operasional dan 

investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem 

Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2007, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kerjasama dan Investasi pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo 

yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

 

SALINAN 



 2 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2008 Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KERJASAMA DAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo. 

5. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 

Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo 

6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Umum 

Daerah Dokter Abdoer Rahem dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan 

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem yang menambah 

ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak 

perlu dibayar kembali. 
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8. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 

Abdoer Rahem, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen 

perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, 

kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah 

Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo. 

 

BAB II 

KERJASAMA 

Pasal 2 

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit 

Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dapat melakukan kerjasama 

dengan pihak lain. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling 

menguntungkan. 

 

Pasal 3 

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1), antara lain: 

a.  kerjasama operasional; 

b.  sewa menyewa; 

c.  usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. 

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

merupakan perikatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 

Abdoer Rahem dengan pihak lain, rnelalui pengelolaan manajemen 

dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah 

Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem kepada pihak lain atau 

sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan 

untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. 

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dokter Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan 

pendapatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem 

dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi 

kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem. 

 

Pasal 4 

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem. 

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dipergunakan 

secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 

dengan Naskah Perjanjian Kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. identitas para pihak; 
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b. jenis kerjasama yang dilakukan; 

c. hak dan kewajiban masing-masing pihak; 

d. tata cara pembayaran; 

e. ketentuan wanprestasi; 

f. jangka waktu perikatan; 

g. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

BAB III 

INVESTASI 

Pasal 6 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dapat melakukan 

investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan 

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 

mengganggu likuiditas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 

Abdoer Rahem. 

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka 

pendek dan investasi jangka panjang. 
 

Pasal 7 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek. 

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 

lain: 

a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) 

bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; 

b. pembelian surat utang negara jangka pendek; 

c. pembelian sertifikat Bank Indonesia. 

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), adalah: 

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan  

c. berisiko rendah. 
 

Pasal 8 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem tidak dapat 

melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati. 

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 

lain: 

a. penyertaan modal; 

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan 

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan. 
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Pasal 9 

Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem 

mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan 

usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 10 

Pelaksanaan investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer 

Rahem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah 

ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan dituangkan dalam RBA tahun 

anggaran berkenaan.  

 

Pasal 11 

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 

merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer 

Rahem. 

(2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara 

langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 06 April 2010 

 

WAKIL BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

Drs. H. SUROSO, M.Pd 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 07 April 2010 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd 

 

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19570104 198303 1010 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 45 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


